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FERGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN MM
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DALAM KABUPATEN NERAHU;I;JMKAT I

DENGAN RAKHMAT TUMAN YANG MAHA Esa
BUPATY KEPALA DAERAH TINGKAT 1T 0GAN KOMERING ULy

Menimbeng : a. bahwe dalam rangka beningkatkan rasa oints bangsa dan
tanah air, selgh satu upays yang perlu dilaksanaken
adalah memasyarakatian Penggunaan Bahasa Indonesis

yanga baik dan benar sebagai bahesa resmi Bangsa Indo-
nesia

By bahwg Sehubungan dengan hal tersebut di atag dan da~
lam upaya lebih meningkatkan days guna dan hasil guna
bermasyarakatan Bahasa Indonesia yanf baik dan benar,
periu wenetapkan Penggunaan Bahasa Indonesis pada pa=
Pan nams, papan penunjuk, kain rentang dan reklame da
lam Kabupaten Daergh Tingkat II Ogan Komering Ulu ;

€. bahwa untuk Belaksanakan sebagaimana dimaksud pada hu
ruf a dan b 41 atas, periu ditetapkan dengan Peratupr-

6? Daersh Kabupaten Deerah Tingket IT Ogan Komering -
dq

T : 1. Undang-un Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Sz e e i Kotapraja df Sumeson: Selatan
; Lguammn Negare Republik Indonesla Tammn 1999 Nomore
3) 3

2+ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pener:, d::gm Daerah (Lembaran Negara Rnpubu;polndg
nesla Tehun 1974 Namor 38) ;

‘34 Keputusan Prestden Nomor 57 Tahun 1972 tentang Edasn
Yane Digempurnaican Smne b :

o Peraturan Menters Nalam Negerd Nomor 7 Tahun 1995 ten
tang Pedoman Pemungutan Pajak Reklane §

e tusan Menteri Keh
;“9'82 tentang Wewenang

akimen Nomor H=04~PH=07=03 Tahun
Penyidik Pogawai Negeri Sipil 4
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6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tshun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Pereturun Daerah
Perubshan ;

7+ Keputusen Menteri Dalam Megeri Nomor 25 Tehun 1996
tentang Ketentuan Umum Mengensi Penyidik Pegowai Ne-
gerd $ipil Di Lingkungan Pemerintah Deerah §

8, Instruksi Cubernur Xepala Desreh Tingkat I Sumate-
ra Selatan Nomor 9 Tahun 1996 %entang Penggunasn Raw
hass Indonesia Pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kein
Rentang dan Reklame j

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Ko
mering Ulu Homer 6 T 1985 tentang Penyidik Pega-'
wal Negerd Sipil dalam Ksbupaten Daerah Tingkat II -
gg;: li(ogring Ulu (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor

ri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ksbupaten Daerah
Tingkat II Ogan Komering Ulu

MEMUTUSKAN

Menetapkant PERATURAN DAERAH XABUPATEN DABRAHY TINGKAT II OGAN KOME~
RING ULY TENTANG PENGIUNAAN BAHASA INDONESTA PADA PAPAN
NAMA, PAPAN PETUIJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME DALAM KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT 1T OCAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pagal 1

Dalem Peraturan Deersh inl yang dimaksud dengen @

a, Dagrah adalah Kabupaten Deerah Tingkat II Ogan Komering Ulu j

be Pemerintah Dasrah adalah Pemerintsh Kabupaten Daerah Tingkat
II Ogan Komering Ulu 3

¢4 Bupati Kepala Deerah adalsh Bupati Kepals Deerah Tingkat II -
Ogen Komering Ulu

d, Papan Nama adalah papan atau bahan lain berisi tulisan
mengenal nama dird, termasuk keterangan lain, seperti bidang/
jenis kegiatan/usaha dan alamat §

e. Papan Petunjuk adalah papan atau bahan lsin yong bersisi tu~-
lisan mengenal pemberitahuan tentang hal tertentu, termasuk -
nama jalan den rambu-rembu lalu lintas

£, Kain Rentang adaleh kain atau bahan lain yeng direntangkan -
dan bersisi tulisan mengenai pengumuman, pcgeritahuun atay «
geruan tentang hal tertentu ;

g, Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk,
susunan dan atau corsk ragamnya dengen maksud untuk mencari «
keuntungan dipergunaktan untuk mertperkenalkan, menganjurken «
atau memujikan sesuatu barang, jass atau seseorang ataupun un
tuk menarik perhatisn woum atas sesuatu barang, jesa atau se-
seorang yang ditempatken atau dapat dilihat, dibaca dsn atau

didengar dard suatu tempat oleh umum,

g

»

' p— MB II ...



-3.

BAR IX
PENYUSUNAN TULISAN DAN BAHASA
Pasal 2

' di papan nama, papan petunjuk, kein rentang dan reklame ha-
tulls dalam Bahasa nesia yang baik dan benar.

' Pada setlap papan nama, papan patunjuk, kain rentang dan rekla-
me harus digunskan tulisan huruf latin,

5) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame dapat mema
kai Bahasa Asing yanz harus ditulis di bagian bewah Bahass Indp
nesla dengen huruf latin yang lebih kecil,

(4) Penggunaen tulisan/huruf df luar tulisan huruf latin hanye da -
pet dibenarksn spabila diperlukan oleh yang berkepentingan see

gm.jang morupakan nama/lam produknya, yvang telsh mendapat -
zin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3

{1) Penggunaen Bzhasa Asing bagi nama Perusahaan dan atau merek da-
gmﬁ:nyang sudah disahkan oleh Direktorat Paten, Departemsn Ke
i

s pemilik diwajibkan menyesuaikan dengan Bahasa Indone -

{2) Permohonan pengesahan nama Perusahaan dan atau mereX dagang Ke-
pada Direktorat Paten, m-u Kehakiman, oleh masyarakat, -
Indonesia,

(3) Bahasa Asing Yang dipakai sebagai nama Perusshaan dan atau e~
rek cabang dan atau paten dari Luar Ne-

yang merupakan
geri tetap dapat dipakai.
BAB III

1) Papan nama mﬁmﬁk kain renteng den relilane dapat di
) di m‘r’:m di da n'aodung-gedung perkantoran, pertokog%/
‘ s perusahaan, pemkmwm.tknn, tempat wisata,
olahraga den tempat-tempat lain se dengan Peraturan Perun -
dang-undangan yang berlaku,

(2) Khusus reklame tidak boleh ditempatkan diluar atau didalam ge~
dung-gedung perkantoren Instansi Pemerintah.

BAB IV
PENGENDALIAN PENGUUNAAN BAHASA
Pagal 9
Pengendalian dalam penggunaan ‘Bahasa Indonesia yang baik dan benar

pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame akan di-
atur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,

Pasal 6

(1) Dalam hal pengesntisn/penggunaan nama yang berbahasa asing ke-
dalam Eahasa indoms!a yang bvaik dan benar, pamilik pavan nama,
papan petunjuk, kain rentang dan reklame dapat meminta bantuan
kepada pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Departemen Pen
didikan dan Xebudayaan,

(2) Permintaan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) gul B
3.1: dilakukan melalul Bupati Kepala Daerah stau Pejabat®

inl 4




BAR ¥
KETENTUAN PIDANA

Fagal 7

{1) Pelangzaran terhadap Ketentusn dalem pagel 2, pasel 3 dan va -
sal 4 Peraturan Dmersh ini diancam pidena kurungsn selama-lawg
nya 5 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknys Rp.50.000,- =
(1ims puluh ribu rupish),

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pads ayat (1) pasal ini ada
lah pelanggaran,

BAE VI
PENYIDIKAN

Pasal B

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pi-~
dana, penyidiken atas tindak pidana sebagaimana dicmsksud dalam
Faraturan Oaerah ind dapat dilakukan pula oleh venyidik Fega =~
wal Negeri 8ipdl 4i Lingkungan Pemerintah Daersh vang nengang-
katannya ditetapkan segual dengan Peratursn Perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Dalam melaksanskan tugas penyidikan para pejabat penyidik Pega
wal Negeri Sipil sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwe-
nang ¢
&, menerdima laporan atau pengaduan dari segeorang tentang aca~

nya tindak pidana.

b. melakukan tindakan pertanma pada saat itu 4i tempat kejadian
dan melakukan nemeriksaan.

¢. menyuruh berhentl seseorang tersangka dan memerdksa tands -
pangenal terssngka,

d. melakukan nanyfitaan benda atsu surat,
e, mengambil sidik jari dan memotret seseoiang.

f, memangail orang untuk didengar dan dineriksa sebagai ter -
sangke atau ssksi.

g. mendatanghan orang shli ysng dinerluken dslsm hubungghnya -
dengan pemerikgasn nerkara,

h, mengadakan nenghentian penyidik setelsh mendapat petunjuk -
dari Penvididk Umum bahwa tldak terdapat cukup buktl atau «
peristiwa tersebut buken merunaken tindak pidane dan selan-
Jjutnya memberitshukan hal terssbut kenada Penunfut Umum, -
tersangka dan keluarganya,

i, mengadaksn tindakan lain menurut hukum yang depat dipertang
gungjawabkan,

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal 9

(1) Pemilik pevan nama, papsn petunjuk, kain rentang den reklame -
diwajibken memenuhi ketentuen sebageimana dimaksud dalap Per -
aturan Paerah ini dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan ter-
hitung milai tanggal berlakunya Peraturan Deerah ini.

(2) Hal~hal vang belusn diatur dalam Peraturan Daersh inl akan dite
tapkan oleh Bupati Kepala Deersh senanjsng mengenal pelaksana~
annya.

BAB VIIY ...



AR VITI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Peraturan Dasrah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Peng

gunaan Bahasas Indonesgia.

(2) Peraturan Imerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiep orang dapat mengetshuinya, memerintahkan Pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaram
Daerah Kabupaten Deerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
Ketua,

cap/dto,
H, KOMARUDDIN MOEID, BA,

DISAHKAN

Dengen SK.Gubernur Kdh Tk.I SS
Tanggal 29 Desember 1997
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SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Ub. KEPALA BIRO HUKUM,
cap/dto,

BUSTAM ABUNAWAR, S,
Pembina Tingkat I.
NIP, 440 009 191,

Ditetapkan 41 Baturaje.
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BUPATI KEPALA DAZRAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU,

cap/di,
ARIRUDDIN IBRAHIN,

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kab,
Datl IT Ogan Komering Uly
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Tanggal 5 Maret 4998
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